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NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN -

Menimbang :

Mengingat :

a.

KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan daerah telah banyak
mengalami perkembangan sehingga peraturan-peraturan
yang mengatur pengelolaan keuangan di daerah perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara
tertib, akuntabel, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara formal dan material,
sehingga terwujud pemerintahan yang baik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana eimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 6 Agustus 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
N&gara Republik Indonesia Nomoi 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); ’
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10.

11.

12.

135.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

‘Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahurt 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik tanggal
14 Agustus 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bantul

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C
Nomor 1);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2007 Seri D Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
~ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10
TAHUN 2007 POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut : R

Pasal 29

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun
anggaran sebelumnya.

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 30

(1) Bupati berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum
APBD.

(2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedoman pada pedoman penyusunan APBD  yang
ditetapkan oleh‘_Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

(3) Bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan
bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(4) Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Bupati bersama

DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
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3. Ketentuan Pasal 37 ditambah 6 (enam) ayat baru, yakni ayat (4), ayat (5),
ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai
berikut : ‘

(1)

(4)

(5)

9)

Pasal 37

RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada
PPKD.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara
RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon
anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun
anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta
capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan
penyempurnaan.

RKA-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud péda
ayat (4) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Bupati
kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD.

Pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan bersama komisi-komisi. '

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
oleh komisi kepada pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan
selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bupati sebagai
bahan penyusunan rancangarn APBD tahun berikutnya.

RKA-SKPD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
disempurnakan oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD.

Bagan mekanisme pembahasan APBD sebagaimana tersebut dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daergh ini. g

4 Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai
berikut : :

(1)

(2)

Pasal 38

PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut
dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama komisi-komisi DPRD.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
nota keuangan dan rancangan APBD.



S. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 41

(1) Pengaimbilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan.

(2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabararn
APBD.

6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah., sehingga Pasai 42
berbunyi sebagai Serikut : ;

Pasal 42

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati
melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang
disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.

(2) Pengeluaran paling tinggi untuk keperluan setiap bulan sebagairhana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat
mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur.

(4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum disahkan, rancangan Peraturan Bupati tentang APBD ditetapkan
menjadi Peraturan Bupati tentang APBD.

7. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai
berikut : :

Pasal 43

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui
bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling
lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan
dimaksud. ’




(4)

Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15
(lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan
Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati
menetapkan rancangan diimaksud menjadi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati. :

Apabila Gubernur menyampaikan menyatakan hasil evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD,
dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Gubernur
membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud
sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai

berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 45

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (5) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran
DPRD.

i

Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1)
ditetapkan oleh pimpinan DPRD. _

chutusafn pimpinan DPRD sebagaimana dimaksua pada ayat (2)
dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada aya’ﬁ (3)
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD sebagaiman dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 46

berbun‘yi sebagai berikut :

(1)

Pasal 46

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
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10.

11.

(2)

(3)

Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

. Pasal 49

Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan
DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.

Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.

DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan  kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada
satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal disahkan.

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/barang.

Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah, sehlngga Pasal 50 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(3)

Pasal 50

Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum
daerah. ‘

Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu (1) satu hari
kerja.

Setiap penerimaan harus dldukung oleh bukti yang lengkap atas
setoran dimaksud.
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2.

13.

14.

Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 76

(1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk
mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan berakhir.

(2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum hari berakhirnya tahun anggaran.

Ketentuan Pasal 96 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 96

(I) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana,
yang berada dalam tanggung jawabnya.

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan di
lingkungan ‘SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan
dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuiangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan
keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling
lambat 1 ( satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang
memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 97 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3)
disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 97 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 97

(1) PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset,
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan
penghitungannya.

(2) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas (LAK);
d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
e. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
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f. Laporan Operasional (LO); dan
g. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

(2a) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dan wlisajikan sesuai dengan Peraturan Penferintah tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

(5) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.

(6) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka
memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. '

15. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 99
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

(1) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98 disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (t1ga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

(3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
diajukan kepada DPRD.

16. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 121 disisipkan 1 (satu) ayat baru
yakni ayat (1a), sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
(1a) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam
Negeri.



(2)

3)

(4)

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah
yang akan diterbitkan.

Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada

penerimaan pembiayaan.

Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja
bunga dalam anggaran belanja daerah.

17. Ketentuan Pasal 127 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi
sebagai berikut :

(1)

Pasal 127

Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau
kapala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) segera
dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia’
mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika sugat keterangan tanggung jawab mutlak <tidak mungkin
diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian
daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan
pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang'
bersangkutan.

18. Ditambah Lampiran Peraturan Daerah, sehingga Lampiran berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul.

an di Bantul
gga]_ 10 agustus, 2012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012 SERI D NOMOR
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
: 10 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
' ‘ DAERAH KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem
pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam
pengelolaane keuangan daerah harus berpedoman .pada peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka
menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, serta
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar
utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk mencapai maksud tersebut diatas, maka diperlukan
peraturan perundang-undangan di daerah yang bertujuan untuk
memudahkan dalam pelaksanaannya, tidak menimbulkan multitafsir
dalam penerapannya, serta memuat seluruh aspek pengelolaan
keuangan daerah yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan,
panatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

J Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007
. 1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul,
setelah dilakukan evaluasi dan kajian, masih terdapat beberapa Pasal
yang memerlukan singkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan. v

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Bantul, yang memerlukan penyesuaian dan
‘ penyempurnaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
u antara lain yang mengatur :

a. penyelenggaraan akuntansi;
b. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan

c. penerbitan obligasi daerah.
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Dengan disempurnakannya beberapa ketentuan dimaksud,
diharapkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bantul, akan mampu mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan
keuangan daerah, sesuai dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang
ditetapkan Pemerintah.

& 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
| Pasal 29 .
( L Cukup Jelas
:i ] Angka 2
ﬁ Pasal 30
ﬁ Cukup Jelas
3 Angka 3
B Pasal 37
r 1 Cukup Jelas
i 3 Angka 4
B Pasal 38
E Cukup Jelas
3 Angka 5 |
3 Pasal 41
; Cukup Jelas
Angka 6
Pasal 42
1 Ayat (1)
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah
i jumlah APBD yang ditetapkan dalam peraturan
daerah  tentang perubahan APBD  tahun
sebelumnya.
; Ayat (2)
Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
| dibutuhkan secara terus menerus dan harus
1 dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
' jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
4 tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja
pegawali, belanja barang dan jasa. ,
Belanja bersifat wajib. adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat, antara lain
pendidikan dan kesehatan, dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)

Cukup Jelas
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Angka 7

| Pasal 43
| Ayat (1)
Yang dimaksud evaluasi adalah bertujuan untuk
] tercapainya keserasian antara kebijakan daerah
. dengan kebijakan nasional, keserasian antara
| kepentingan publik dan kepentingan aparatur,
serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak
| bertentangan dengan kepentingan umum,
', peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah
1 lainnya.
4 Ayat (2)
] Cukup Jelas
f 3 Ayat (3)
. Cukup Jelas
3 Ayat (4)
1 Cukup Jelas
1 Ayat(s)
Cukup Jelas
! Ayat (6)
e Cukup Jelas
i Angka 8
_, Pasal 45
| Cukup Jelas
i Angka 9
Pasal 46
Cukup Jelas
Angka 10
Pasal 49
Cukup Jelas
Angka 11
Pasal 50
Ayat (1) !
Rekening kas umum daerah adalah tempat
penyimpanan uang dan surat berharga yang
ditetapkan oleh Bupati. .

v Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan
yang telah  diatur  berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, misalnya
penerimaan BLUD.

Ayat (2)
Apabila sudah menerapkan on-line banking system
dalam sistem dan prosedur penerimaan, maka
penerimaan pendapatan akan diatur khusus oleh
Bupati. '
Ayat (3)
Cukup Jelas
Angka 12
Pasal 76 :
Cukup Jelas
Angka 13
Pasal 96

Cukup Jelas
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2 Angka 14

| Pasal 97
‘ Ayat (1)
Yang dimaksud aset adalah  sumber daya,,
antara lain meliputi uang, tagihan, investasi,
barang yang dapat diukur dalam satuan uang,
5 yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
x v daerah yang .memberikan manfaat
.ekonomi/sosial di masa depan.
| Yang dimaksud ekuitas dana dalam ayat ini
adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
i merupakan selisih antara nilai aset dan nilai
i seluruh kewajiban atau utang pemerintah
daerah.
Yang dimaksud dengan perhitungannya yaitu
antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan
laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
4 Angka 15
E Pasal 99
F Cukup Jelas
Angka 16
‘ Pasal 121
B Ayat (1)
4 Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai
ko investasi yang menghasilkan penerimaan
daerah. '
E - Ayat (1a)
b Cukup jelas
B Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
i Cukup jelas
o Angka 17
3 Pasal 127
E Cukup Jelas
8 Angka 18
Cukup Jelas
i Pasal II
i Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 02 ‘
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